PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
DAN
WALI KOTA MEDAN
NOMOR : th / $949
NOMOR : 83,54 /(am

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

Menimbang

Mengingat

DAN
WALI KOTA MEDAN,

a. bahwa sesuai dengan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kepada DPRD dengan dilampiri
Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
Tahun Anggaran berakhir, perlu membentuk Persetujuan
Bersama DPRD Kota Medan dan Wali Kota Medan tentang
Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt. Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota
Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 137) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197
Tahun 2019);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246), Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 tahun 2021 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6396);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);
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15.

16.

17.

18.

19,

20.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6178);



21,

22.

23.

24,

25.

26.

27

28.

29.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten
dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56
Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonsia Tahun
2020 Nomor 888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009
Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 No 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan No 6);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);



Memperhatikan:

Menetapkan

KESATU

30. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2021

31.

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2022 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor
11);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1
Tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota
Medan Tahun 2020 Nomor 2).

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Nomor :
51.A/LHP/XVIII.MDN/05/2022, Tanggal 12 Mei 2022
Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun
Anggaran 2021,

Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan
tanggal 31 Mei 2022;

Laporan Hasil Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun
Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Medan,
tanggal 27 Juni 2022;

Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Medan yang disampaikan pada Rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tanggal 27
Juni 2022.

MEMUTUSKAN

PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MEDAN DAN WALIKOTA MEDAN
TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA MEDAN TENTANG RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2021.

Menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah Kota
Medan tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun
Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah Kota Medan,
dengan perincian sebagai berikut:



A. Pendapatan

B. Belanja

Surplus

C. Pembiayaan

Penerimaan

Pengeluaran

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih

Pembiayaan

Anggaran Tahun
Berkenaan (SILPA)

KEDUA

Rp 5.023.080.346.608,29

(Lima Triliun Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Puluh Juta
Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus
Delapan Koma Dua Puluh Sembilan Rupiah);

Rp 4.499.145.144.311,87

(Empat Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan
Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Empat
Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sebelas Koma Delapan
Puluh Tujuh Rupiah);

Rp 523.935.202.296,42

(Lima Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga
Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Ribu Dua Ratus
Sembilan Puluh Enam Koma Empat Puluh Dua Rupiah);

Rp 622.661.218.417,83

(Enam Ratus Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Enam
Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Empat
Ratus Tujuh Belas Koma Delapan Puluh Tiga Rupiah);

Rp O
( Nol Rupiah )

Rp 622.661.218.417,83

(Enam Ratus Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Enam
Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Empat
Ratus Tujuh Belas Koma Delapan Puluh Tiga Rupiah);

Rp 1.146.596.420.714,25

(Satu Triliun Seratus Empat Puluh Enam Miliar Lima
Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua
Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Koma Dua Puluh
Lima Rupiah);

Dokumen Lampiran Persetujuan Bersama Rancangan
Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Rancangan
Peraturan Daerah Kota Medan Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021,
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Persetujuan Bersama ini.



KETIGA : Persetujuan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan
diadakan perubahan dan perbaikan kembali, jika ternyata
dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan

didalamnya.
Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 2+Juni 2022
WALIKOTA MEDAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA MEDAN

—

HASYIM, S.E
KETUA

-

P

H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M

H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I

WAKIL KETUA

AHRUMSYAH, S.H., M.H
WAKIL KETUA

Tembusan:

1. Wali Kota Medan

2. Pimpinan DPRD Kota Medan

3. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
4. Sekretaris DPRD Kota Medan



